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Public Servants have a very important role as a servant to hold the elements of 
thestateapparatus of government and development in order to achieve the purpose of thestate. 
Theexistence of a decision or lack of reasonable policy or self harm 
Servants,certainlypsychologically able to influence, disrupt, and prevent concentration in 
carryingout his duties asa Public Servant. Employment disputes as far as possible within the 
scopeof the work unit intansiissuing disciplinary decisions of moderate and severe levels in 
theform of dismissal with respectnot his own request and not with respect as Civil 
Servants(hereinafter abbreviated PNS) by thehead coach or official personnel both at central 
andlocal levels. Dispute among Civil Servants inthe presence of a decision or lack 
ofreasonable policies or adverse Servant can inhibitconcentration in duties as officers of 
theState. The formulation of the problem posed is whetherthe cause of employment disputesand 
legal actions that can be taken how civil servants due tothe imposition of sanctionsagainst him. 
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PENDAHULUAN 
Guna mencapai tujuan 
pembangunan nasional maka dalam 
penyelenggaraan negara, pemerintah 
membutuhkan sarana negara atau sarana 
tindak pemerintahan.Sarana negara 
dimaksud terdiri dari sarana yuridis, sarana 
personil, sarana materiil dan sarana 
finansial (W. Riawan Tjandra, 2012: 24). 
Sarana personil dimaksud terdiri dari 
pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil. 
Di Indonesia keberadaan pegawai negeri 
sipil diatur secara khusus melalui peraturan 
perundang-undangan di bidang 
kepegawaian yang mengatur kedudukan, 
norma, standar dan prosedur yang berkaitan 
dengan hak dan kewajiban Pegawai Negeri 
Sipil, larangan, sanksi dan upaya 
perlindungan hukum.Dalam upaya 
meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri 
Sipil tersebut, sebenarnya Pemerintah 
Indonesia telah memberikan suatu regulasi 
dengan dikeluarkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pegawai 
Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran 
hukum disiplin seyogianya dijatuhi sanksi 
hukuman disiplin.Berdasarkan beberapa 
ketentuan yang berlaku, upaya hukum yang 
dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil 
meliputi upaya administratif berupa 
keberatan dan banding administratif 
maupun dengan peradilan administrasi atas 
sengketa kepegawaian di Pengadilan Tata 
Usaha Negara. 
Keberadaan upaya administratif 
dalam penyelesaian sengketa kepegawaian 
sejalan dengan Pasal 48 ayat (1) dan 
(2)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang 
menyatakan: 
Pasal 48 
1. Dalam hal suatu badan atau pejabat 
tata usaha negara diberi wewenang 
oleh atau berdasarkan peraturan 
perundang-undangan untuk 
menyelesaikan secara administratif 
sengketa tata usaha negara tertentu, 
maka sengketa tata usaha negara 
tersebut harus diselesaikan melalui 
upaya administratif yang tersedia. 
2. Pengadilan baru berwenang 
memeriksa, menyelesaikan sengketa 
Tata Usaha Negara sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) jika 
seluruh upaya administratif yang 
bersangkutan telah digunakan. 
Dalam Pasal 48 Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1986 yaitu “ Peradilan Tata 
Usaha Negara adalah salah satu pelaku 
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 
keadilanterhadap Sengketa Tata Usaha 
Negara”. Pengertian tentang sengketa Tata 
Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 
10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 
tentang Sengketa TataUsaha Negara yang 
menyatakan : “Sengketa Tata Usaha Negara 
adalah sengketa yang timbul dalam bidang 
tata usaha negara antara orang atau badan 
hukum perdata dengan badan atau pejabat 
tata usaha negara, baik di pusatmaupun di 
daerah, sebagai akibat di keluarkan 
keputusan tatausaha negara, termasuk 
sengketa kepegawaian berdasarkan 
peraturan perundangundangan yang 
berlaku”. 
Sedangkan yang dimaksud 
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu 
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh 
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Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 
yang berisi tindakanhukum TataUsaha 
Negara yang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku,yang 
bersifatkonkret, individual, dan final yang 
menimbulkan akibat hukum bagiseseorang 
atau badan hukumperdata. 
 
PEMBAHASAN 
1. Pengertian Sengketa Kepegawaian 
Sengketa Kepegawaian adalah 
sengketa/perselisihan yang timbul 
sebagai akibat ditetapkannya Keputusan 
Tata Usaha Negara di bidang 
kepegawaian oleh Badan atau Pejabat 
yang berwenang mengenai kedudukan, 
kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai 
Negeri Sipil (Soegeng Prijodarminto, 
1993:12-13). Masalah Sengketa 
Kepegawaian diatur dalam Pasal 35 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Kepegawaian, 
yang menyatakan bahwa penyelesaian 
sengketa di bidang kepegawaian 
dilakukan melalui peradilan untuk itu, 
sebagai bagian dari Peradilan Tata 
Usaha Negara yang dimaksud dalam 
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara.  
Sengketa Kepegawaian 
merupakan salah satu bagian dari 
sengketa tata usaha negara dan 
keputusan/penetapan di bidang 
kepegawaian merupakan objek sengketa 
tata usaha negara dari Peradilan Tata 
Usaha Negara. 
 
2. Penyelesaian Sengketa Kepegawaian 
Sengketa kepegawaian 
merupakan keadaan yang tidak 
dikehendaki oleh setiap Pegawai Negeri 
Sipil, tetapi harus diselesaikan sesuai 
dengan peraturan perundang undangan 
yang berlaku, sehingga yang 
bersangkutan memperoleh penyelesaian 
secara adil dan obyektif.Apabila satu 
pihak belum merasa puas atas 
keputusan dari pejabat yang berwenang 
menghukum, maka dia dapat 
mengajukan upaya administratif,apabila 
belum memperoleh apa yang 
diharapkan, selanjutnya dapat 
menempuh jalan mengajukan keberatan 
kepada badan peradilan yang lebih 
tinggi, yaitu mengajukan keberatan 
melalui BAPEK, Peradilan Tata Usaha 
Negara atau mengajukan Kasasi kepada 
Mahkamah Agung. 
 
3. Permasalahan Sengketa 
Kepegewaian 
Penyebab sengketa kepegawaian 
bagi pegawai negeri sipil dapat 
dikemukakan sebagai berikut: 
Kesalahan penulisan identitas PNS, 
Masalah penggajian yang tidak sesuai 
dengan system penggajian, Masalah 
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
yang keliru oleh Pejabat penilai, 
Masalah penjatuhan hukuman disiplin 
yang dilakukan atasan, yang tidak 
sesuai dengan berat ringannya 
pelanggaran disiplin yang diperbuat, 
Masalah cuti, Masalah kenaikan 
pangkat yangselalu ditunda-tunda, 
Masalah pensiun. Upaya hukum yang 
dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri 
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sipil akibat penjatuhan sanksi disiplin 





4. Analisis Kasus 
Masalah Sengketa Kepegawaian 
di atur dalam : Pasal 35 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian, yang 
menyatakan penyelesaian sengketa di 
bidang kepegawaian dilakukan melalui 
peradilan untuk itu, sebagai bagian dari 
Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-
Undang No. 51 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara, Peraturan 
Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sengketa 
Kepegawaian merupakan salah satu 
bagian dari sengketa Tata Usaha Negara 
(TUN) dan keputusan/penetapan di 
bidang kepegawaian merupakan objek 
dari Peradilan Tata UsahaNegara 
(PERATUN). 
Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986, merumuskan 
pengertian Sengketa Tata Usaha Negara 
adalah sengketa yang timbul dalam 
bidang Tata Usaha Negara antara orang 
atau Badan Hukum perdata dengan 
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, 
baik di pusat maupun di daerah, sebagai 
akibat dikeluarkannya keputusan TUN. 
Keputusan Tata Usaha Negara 
merupakan penetapan tertulis yang 
dilakukan oleh Negara atau pejabat 
yang berwenang, berisi tindakan hukum 
berdasarkan praturan perundang-
undangan bersifat konkrit, individual 
dan final. Adapun yang menjadi 
penyebab sengketa kepegawaian bagi 
pegawai negeri sipil dapat dikemukakan 
sebagai berikut (Hadjon, Philipus. 
2008:27): 
a. kesalahan penulisan identitas PNS 
seperti nama, tanggal lahir, NIP, 
pangkat atau jabatan, kesalahan 
dalam keputusan kenaikan pangkat, 
kesalahan dalam keputusan 
pengangkatan dalam jabatan 
struktural dan fungsional, 
ketidakpuasan PNS dalam 
keputusan penjatuhan hukuman 
disiplin. 
b. Masalah penggajian yang tidak 
sesuai dengan system penggajian 
atau tidak berdasarkan pada beban 
tugas yang dipikulnya, yang 
merupakan tanggung jawabnya 
maupun sistem penggajian yang 
tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
c. Masalah Daftar Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan yang keliru 
oleh Pejabat penilai dalam hal ini 
atau langsung dari Pegawai Negeri 
Sipil yang bersangkutan. 
d. Masalah penjatuhan hukuman 
disiplin yang dilakukan atasan, yang 
tidak sesuai dengan berat ringannya 
pelanggaran disiplin yang diperbuat. 
e. Masalah cuti yang disebabkan 
adanya permintaan cuti dari 
Pegawai Negeri Sipil yang 
merupakan haknya sebagai Pegawai 
Negeri Sipil yang tidak diloloskan 
oleh atasan karena semata-mata 
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alasan demi kepentingan dinas yang 
mendesak. 
f. Masalah kenaikan pangkat yang 
selalu ditunda-tunda hanya semata-
mata alasan prestasi kerja ataupun 
disiplin yang dimiliki oleh Pegawai 
Negeri Sipil yang bersangkutan 
masih kurang 
g. Masalah pensiun, terjadi akibat 
seretnya pembayaran uang pensiun 
atas jasa-jasa dari pengabdian yang 
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan ataupun adanya 
anggapan dari atasan bahwa ahli 
waris dari penerima pensiun tidak 
mesti diterimanya. 
Penjelasan Pasal 48 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1986 mengungkapkan bahwa yang 
dimaksudkan dengan upaya 
administratif adalah suatu prosedur 
yang dapat ditempuh oleh seorang 
atau badan hukum perdata apabila ia 
tidak puas terhadap suatu keputusan 
Tata Usaha Negara, yang 
dilaksanakan dilingkungan 
pemerintah sendiri. Upaya 
Administratif itu terdiri dari (Tedy 
Sudrajat, 2008:129) : 
a. Keberatan, yakni jika 
penyelesaiannya harus 
dilakukan sendiri oleh Badan 
atau Pejabat Tata Usaha Negara 
yang mengeluarkan keputusan 
itu. 
b. Banding, yakni apabila 
penyelesaiannya dilakukan oleh 
instansi atasan atau instansi lain 
dari yang mengeluarkan 
keputusan yang bersangkutan. 
Adapun yang menjadi syarat 
untuk mengajukan keberatan kepada 
BadanPertimbanganKepegawaian 
adalah : Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan berpangkatPembina 
Gol.Ruang IV/a kebawah. Pegawai 
Negeri Sipil tersebut dijatuhi 
hukuman disiplinyang 
berupapemberhentian dengan 
hormat, tidak atas permintaan 
sendiri sebagai Pegawai 
NegeriSipilatau pemberhentian 
tidak dengan hormat sebagai 
Pegawai Negeri Sipil.Untuk itu akan 
diungkapkan pola kerja dan cara 
penyelesaian sengketa 
kepegawaian,yangberkaitan dengan 
Badan Pertimbangan Kepegawaian. 
Perlu ditetapkan hal tersebutkarena 
dalamkenyataannya cara 
penyelesaian sengketa kepegawaian 
oleh BadanPertimbangan 
Kepegawaiankurang mendukung 
perlindungan hukum bagi Pegawai 
NegeriSipil, antara lain terlihat 
dalam halsebagai berikut : 
a. Putusan Badan Pertimbangan 
Kepegawaian didasarkan juga 
padakebijaksanaan,sehingga 
masih diwarnai oleh unsur 
subyektifitas. 
b. Pemeriksaan dalam sidang 
hanya dilakukan terhadap berkas 
perkara, tidakterhadapPegawai 
Negeri Sipil yang bersangkutan 
dan pejabat yang berwenang 
sebagaipara pihak dalam 
sengketa tersebut. Di lain pihak 
berkas perkara sering tidak 
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Upaya terakhir yang bisa 
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil 
terhadap keputusanPenjatuhan 
hukuman disiplin adalah 
mengajukan gugatan melalui 
Pengadilan Tinggi Tata Usaha 
Negara. Didalam UU. 9 Tahun 2004 
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun1986 
tentang Peradilann Tata Usaha 
Negara, dinyatakan dalam Pasal 48 





Dalam hal suatu Badan atau Pejabat 
Tata Usaha Negara diberi wewenang 
olehatauBadan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan untuk 
menyelesaikansecara administratif sengketa 
Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa 
Tata UsahaNegaratersebut Sengketa 
kepegawaian dapat terjadi jika sanksi 
disiplin yang telah dijatuhkan oleh atasan 
yang berwenang yang menjatuhkan sanksi 
tersebut tidak dapat diterima oleh pegawai 
yang bersangkutan. Tidak diterimanya 
suatu sanksi tersebut, karena tidak 
adnyakesesuaian penjatuhan sanksi dengan 
pelanggaran disiplin yang dilakukannya.  
Adapun penyebab terjadinya 
sengketa kepegawaian antara Badan atau 
Pejabat Tata UsahaNegara dengan Pegawai 
Negeri Sipil seperti : Masalah pengajian 
pegawai, masalah daftar penilaian 
pelaksanaan pekerjaan yang keliru oleh 
pejabat penilai, masalah penjatuhan 
hukuman disiplin yang dilakukan oleh 
atasan, masalah cuti, masalah kenaikan 
pangkat yang selalu ditunda-tunda, dan 
masalah pensiun sehingga mengakibatkan 
timbulnya sengketa kepegawaian.  
Penyelesaian sengketa kepegawaian 
sebagai akibat penjatuhan sanksi disiplin 
Badan Tata Usaha Negara dilakukan 
melalui beberapa upaya antara lain: 
1. Mengajukan keberatan kepada atasan 
pejabat yang berwenang menjatuhkan 
sanksi 
2. Mengajukan banding kepada Badan 
Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) 
yang dikenal dengan upaya 
administratif. 
3. Mengajukan gugatan kepengadilan 
Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai 
upaya terakhir yang dilakukan PNS 
terhadap penjatuhan sanki disiplin, 
setelah semua upaya administrasi yang 
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